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ABSTRAK  
 

KEBIJAKAN DIVERSI SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP 

ANAK YANG BERMASALAH DENGAN HUKUM 

 
ABDUL ABAS HUSAIN 

502019100 
 

 
Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana alasan kebijakan diversi sebagai 
upaya penyelesaian terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan 
bagaimana tujuan kebijakan diversi sebagai upaya penyelesaian terhadap anak 
yang bermasalah dengan hukum. Selaras dengan menelusuri prinsip-prinsip 
hukum, terutama yang bersangkut paut dengan alasan dan tujuan kebijakan diversi 
sebagai upaya penyelesaian terhadap anak yang berhdapan dengan hukum, maka 
jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normative yang bersifat deskriptif 
(menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa. Teknik 
pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (library 
research) dengan cara mengkaji bahan hukum primer, bahan hukum  sekunder 
dan bahan hukum tersier. Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan 
metode analisis isi terhadap data tekstual (data kepustakaan) untuk selanjutnya di 
konstruksikan dalam suatu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat 
disimpulkan sebagai berikut untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari 
pengaruh proses formal sistem peradilan pidana maka timbul pemikiran manusia 
atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan 
mengeluarkan (remove) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau 
melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan 
alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Berdasarkan pemikiran 
tersebut, maka lahirlah konsep diversion yang dalam istilah bahasa Indonesia 
disebut diversi atau pengalihan dan tujuan diversi adalah menegakkan hukum 
tanpa melakukan tindakan kekerasan dan menyakitkan dengan memberi 
kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahannya tanpa melalui 
hukuman pidana oleh negara yang mempunyai otoritas penuh. 
 
Kata Kunci : Kebijakan, Diversi, Anak, Hukum 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.    Latar Belakang 

 Kemajuan budaya dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), membuat 

perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru 

semakinkompleks dan bahkan multikompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau 

dari segi hukumtentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan 

norma dan ada perilaku yangtidak sesuai dengan norma. Perilaku yang tidak 

sesuai dengan norma/penyelewengan terhadap norma inilah yang dapat 

menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat. 

 Penyimpangan yang demikian biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu 

pelanggaran, bahkan sebagai suatu kejahatan. Indonesia dengan berbagai jenis 

permasalahan yang ada, yang semuanya begitu kompleks dan membentuk suatu 

mata rantai yang berkesinambungan dan tidak dapat diputuskan, sehingga 

menceritakan kisah tragis tentang nasib anak-anak bangsa ini, karena berbagai 

tekanan hidup, mereka terjebak melakukan hal-hal yang melanggar norma 

hukumyang hidup dalam masyarakat. Anak yang kurang atau tidak mendapat 

perhatian secara fisik, mental maupun sosial sering berperilaku dan bertindak 

antisosial yang merugikan dirinya, keluarga, dan masyarakat, sehingga tidak 

sedikit anak- anak yang menjadi pelaku tindak pidana.  

 Anak-anak yang melanggar norma yang hidup dalam masyarakat dan 

melakukan tindak pidana dikatakan sebagai anak nakal. Bagi anak-anak nakal 

tersebut bisa dijatuh hukuman atau sanksi berupa tindakan atau pidana apabila 

1 
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terbukti melanggar perundang-undangan hukum pidana, seperti yang diamanatkan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dalam Pasal 22 

Undang-undang ini ditegaskan bahwa terhadapanak nakal dapat dijatuhi pidana 

dan tindakan. Dalam hal ini, ada diantara pidana dan tindakan tersebut yang 

memungkinkan anak nakal. yang setelah dijatuhi pidana disebut dengan anak 

pidana. 

 Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup 

manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dengan peran anak 

yang pentingini, hak anak telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi. bahwa 

negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup. tumbuh dan 

berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

Kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati, sebagai kepentingan terbaik bagi 

kelangsungan hidup umat manusia. Oleh karena itu, kita semua telah berupaya 

agar jangan sampai anak menjadi korban kekerasan, maupun anak terjerumus 

melakukan perbuatan-perbuatan jahat atau perbuatan tidak terpuji lainnya. 

 Kenakalan anak-anak setiap tahun selalu meningkat, oleh karena itu, 

berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak- perlu segera 

dilakukan. Salah saru upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak 

(politik kriminal anak) saat ini melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana 

anak. 

 Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak (juvenile justice) tidak 

semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak 

pidana. Tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi 



3 
 

tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku 

tindak pidana. Dasar pemikiran atau titik tolak prinsip ini, merupakan ciri khas 

penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak. Dengan adanya ciri khas di dalam 

penyelenggaraan proses pengadilan pidana bagi anak ini, maka aktifitas 

pemenksaan yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lainnya. tidak 

meninggalkan pada aspek pembinaan dan perlindunagan. serta didasarkan pada 

prinsip demi kepentingan anak atau melihat kriterium apa yang paling baik untuk 

kesejahteraan anak yang bersangkutan, tanpa mengurangi perhatian kepada 

kepentingan masyarakat. 

 Secara internasional dikehendaki bahwa tujuan penyelenggaraan sistem 

peradilan pidana anak, mengutamakan pada tujuan untuk kesejahteraan anak. Hal 

ini sebagaimana ditegaskan dalam peraturan perserikatan bangsa-bangsa. dalam 

united nations standard minimum rules for the administration of juvenile justice 

(SMRJJ) atau the beijing rules, bahwa tujuan peradilan anak (Aims of Juvenile 

justice), sebagai berikut.1 

 Dengan demikian, tujuan sistem peradilan pidana anak (the promotion of the 

well being of the juvenile) dan memperhatikan prinsip proporsionalitas (the 

principle of proportionality). Tujuan memajukan kesejahteraan anak merupakan 

fokus utama (the main focus), berarti menghindari penggunaan sanksi pidana yang 

semata-mata bersifat menghukum (avoidance of merely punitive sanctions). 

Tujuan pada prinsip propcrsional, karena mengekang penggmiaan sanksi-sanksi 

yang kebanyakan dinyatakan dalam batasan-batasan ganjaran yang setimpal 

                                                 
1 Sudarto, 2014, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, hlm. 129-130. 
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dengan beratnya pelanggaran hukum (mostly expressed in terms of just desert in 

relation to the gravity of the offence), tetapi juga memperhatikan pada 

pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya (be based on the consideration of 

personal circumtances). 

 Demikian pula secara nasional tampaknya telah ditentukan pula, bahwa 

tujuan penyelenggaraan sistem peradilan terhadap anak, tidak melepaskan pada 

tujuan perlindungan individu anak yang bersangkutan. Penggunaan sistem 

peradilan pidana anak saat di Indonesia, bertumpu berdasar ketentuan undang-

undang pengadilan anak (UU No. 3 tahun 1997). Di dalam konsideran UU 

pengadilan anak, bahwa tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak di 

Indonesia, untuk pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, yaitu 

agar anak tetap terjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial 

secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. 

 Kritik-kritik terhadap penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak masih 

saja mengalir. Banyak kalangan menyatakan penyelenggaraan sistem peradilan 

pidana anak dalam implementasinya masih jauh keinginan untuk dapat 

mendukung mewujudkan tujuan kesejahteraan anak dan kepentingan terbaik bagi 

anak. Beberapa penelitian anak tentang pelaksanaan peradilan pidana anak 

terhadap fakta bahwa proses pengadilan pidana bagi anak, menimbulkan dampak 

negatif pada anak. Pidana penjara bagi anak menunjukkan adanya kecenderungan 

bersifat merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang. Saat ini 

mayoritas anak yang berhadapan dengan hukum, terutama yang dibawa ke sistem 

peradilan pidana anak, hakim menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan. Jika 
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anak-anak berada di dalam penjara. hak-hak mereka yang dijamin undang-undang 

perlindungan anak banyak yang tidak terpenuhi. Selain itu dengan adanya 

keterbatasan jumlah rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan (lapas) anak, 

maka anak-anak sering digabung dengan tahanan dewasa. 

 Kecenderungan bersifat merugikan ini sebagai akibat keterlibatan anak 

dalam proses peradilan pidana anak, dan disebabkan akibat dari efek penjatuhan 

pidana yang berupa stigma.2 Efek negatif akibat proses peradilan pidana anak, 

yaitu efek negatif yang terjadi sebelum sidang, efek negatif pada saat sidang 

maupun efek negatif setelah persidangan. Efek negatif pada anak akibat 

keteriibatan anak daiam proses peradilan  pidana dapat berupa penderitaan fisik 

dan emosional seperti ketakutan, gelisah, gangguan tidur, gangguan nafsu makan 

maupun gangguan jiwa.  

 Akibat semua ini maka anak menjadi gelisah, tegang. kehilangan kontrol 

emosional, menangis, gemetaran, malu, dan sebagainya. Terjadinya efek negatif 

ini disebabkan oleh adanya proses pengadilan pidana. baik sebelum pelaksanaan 

sidang, saat pemeriksaan perkara, dan efek negatif setelah persidangan perkara 

pidana.  Efek negatif sebelum pemeriksaan perkara, ini timbul karena terdapat 

sumber-sumber tekanan seperti : pertanyaan yang tidak simpatis; persidangan; dan 

pemisahan dengan keluarga. Efek negatif ketika proses persidangan terhadap anak 

dikarenakan dengan adanya tata ruang pengadilan; berhadapan dengan korban, 

dan para saksi berbicara dihadapan para petugas pengadilan. Efek negatif setelah 

persidangan terhadap anak, hal ini disebabkan dengan adanya purusan hakim. 
                                                 

2 Paulus Hadisuprapto, 2003, Pemberian  Reinegratif sebagai Sarana Nonpenal 
Penanggulangan Perilaku Delinkuen Anak, Disertai Program Dasar Ilmu Hukum Universitas 
Diponegoro, Semarang, Elex Media Komputindo hlm 369 
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Dengan putusan, pemidanaan terhadap anak, maka stigma yang berkelanjutan, 

rasa bersalah pada diri anak dan sampai pada kemarahan dari pihak keluarga.3 

 Untuk menghindari efek atau dampak negatif proses peradilan pidana 

terhadap anak ini, United Nation Standard Minimum Rules for the Administration 

of Juvenile Justice ("The Beijing Rules") telah memberikan pedoman sebagai 

upaya menghindari efek negatif tersebut. Yaitu dengan memberikan kewenangan 

kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam 

menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak 

mengambil jalan formal, antara lain menghentikan atau tidak meneruskan / 

melepaskan dari proses pengadilan atau mengembalikan / menyerahkan kepada 

masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Tindakan-

tindakan ini disebut diversi (diversion). Sebagaimana tercantum dalam Rule 11.1, 

11.2 dan 17.4 SMRJJ ("The Beijing Rules") tersebut. Dengan adanya tindakan 

diversi ini, maka diharapkan akan mengurangi dampak negatif akibat keterlibatan 

anak dalam proses pengadilan tersebut. 

 Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dalam bentuk skripsi sebagaimana latar belakang diatas dalam judul 

“KEBIJAKAN DIVERSI SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN 

TERHADAP ANAK YANG BERMASALAH DENGAN HUKUM” 

 

 

 

                                                 
3 Apong Herlina, dkk. Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum 

Manual Pelatihan Untuk Polisi, Polri dan UNICEF, Jakarta, hlm 101-103. 
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B.  Permasalahan 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka pokok 

permasalahan yang ingin diangkat penulis tentang peran Kriteria dan Dasar 

Hukum diversi sebagai upaya penyelesaian terhadap anak yang berhadapan 

dengan hukum ini adalah :  

1.  Bagaimana alasan diversi sebagai upaya penyelesaian terhadap anak yang 

berhadapan dengan hukum ? 

2.  Bagaimana tujuan diversi sebagai upaya penyelesaian terhadap anak yang 

bermasalah dengan hukum ? 

C. Ruang Lingkup dan Tujuan  

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran tentang 

alasan kebijakan diversi sebagai upaya penyelesaian terhadap anak yang 

berhadapan dengan hukum serta tujuan kebijakan diversi sebagai upaya 

penyelesaian terhadap anak yang bermasalah dengan hukum. 

Tujuan penelitian adalah untuk mencari kejelasan tentang alasan kebijakan 

diversi sebagai upaya penyelesaian terhadap anak yang berhadapan dengan hukum 

serta tujuan kebijakan diversi sebagai upaya penyelesaian terhadap anak yang 

bermasalah dengan hukum, guna melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh 

selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. 

Hasil penelitian diharapkan bermanfaat sebagai bahan tambahan informasi 

bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana, sekaligus merupakan   

sumbangan   pemikiran   yang   dipersembahkan   kepada  alamamater. 
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D. Kerangka Konseptual  

1. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman  dan 

dasar mencapai dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, dan cara bertindak.  

2. Diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau 

menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana.  

3. Anak merupakan orang yang belum dewasa ataupun orang yang belum 

mencapai usia tertentu yang ditetapkan undang-undang sebagai batasan usia 

dewasa.  

4. Hukum adalah hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu dibidang 

hukum pidana.  

E.  Metode Penelitian 

 Selaras dengan menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang 

bersangkut paut dengan alasan dan tujuan diversi sebagai upaya penyelesaian 

terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, maka jenis penelitiannya adalah 

penelitian hukum normative yang bersifat deskriptif (menggambarkan) dan tidak 

bermaksud untuk menguji hipotesa. 

 Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian 

kepustakaan (library research) dengan cara mengkaji : 

a.    Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikuti seperti 

undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang 

berlaku. 
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b.    Bahan hukum  sekunder,  yaitu  bahan hukum  seperti  teori,  pendapat para 

ahli maupun peneliti  terdahulu, yang  sejalan dengan permasalahan dalam 

skripsi ini  

c.    Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia, dan 

sebagainya. 

 Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan metode analisis isi 

terhadap data tekstual (data kepustakaan) untuk selanjutnya akan di konstruksikan 

dalam suatu kesimpulan.  

F.  Sistematika Penulisan 

Bab. I.       Pendahuluan,   berisi  mengenai   latar belakang, permasalahan, ruang 

lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta 

sistematika penulisan  

Bab. II.  Tinjauan pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang mengkaji                                                                                                       

pengertian diversi, sejarah diversi, pelaksanaan diversi dan anak yang 

bermasalah dengan hukum 

Bab. III.  Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian  tentang 

bagaimana alasan diversi sebagai upaya penyelesaian terhadap anak 

yang berhadapan dengan hukum serta  tujuan diversi sebagai upaya 

penyelesaian terhadap anak yang bermasalah dengan hukum  

Bab. IV.  Penutup, pada bagian ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini, 

yang  diakhiri dengan kesimpulan dan saran. 
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